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Sanbutan
Direktur Jenderal KelembagaanIPTK dan Dikti

Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaharuan dan strategi
pembangunarpendidikantinggi melalui penerbitan Undarg-UndangNo. 12 Tahun
| 2012 TentangPendidikanTinggi(UU Dikti). Untuk memenuhiamanatPasal34 ayat

(2) UU Dikti, telah diterbitkan Permanristekdikti No. 1 Tahun 2017 Tentang
Pembukaan, Perubahan,dan PenutupanProgram Studi di Luar KampusUtama
PerguruanTinggi(PSDKUPalamPermenristekdiktNo.1 Tahun2017, Pasal6 ayat

(5) jis PasalB ayat (4) dan Pasald ayat (3), diamanatkanuntuk disusunPedomantentang Prosedur
Penbukaan Perubahardan PenutupanPSIXU.

PSIXU dibuka dengantujuan meningkatkanakses,pemerataan,mutu, dan relevansipendidikan
tinggi di seluuh wilayahIndonesa, sertameningkatkanmutu, dan relevansipenelitianilmiah serta
pengabdiankepada masyarakatuntuk mendukung PembangunanNasion& Sedangkanapabila
PSDKUWlitutup, maka tujuannya untuk melindungimasyarakatdari kerugianakibat mempermwleh
layananpendidikantinggi, penelitian,danpengabdiarkepadamasyarakayangtidak bermutu.

Dalam rangka memenuhi persyaratandan prosedur pembukaandan perubahan PSDKU para
pengusubperlu dipandumelaluipenerbitanbukutentangPersyaratardan Proedur Pembukaardan
PerubaharPSDKU.

Sedangkarbagi PTNBadanHukum,sesuaidengankarakteristiknyayang otonom, Pedomanuntuk
Pembukaan,Perubahan,dan Penutupan PSDKWlitetapkan oleh Pemimpin PTN Badan Hukum
berdasarkarperaturanperundangan.

Denganmematuhi semuapersyaratandan proseduryangtelah ditetapkan, diharapkanusul yang
diajukan dapat diproses secaratepat waktu, sehinggabaik PSOIKU yang dibuka maupun yang
diubah mampu untuk berkontribusi positif dalam penyelenggaraanpendidikan tinggi dan
pengelolaanperguruantinggiuntuk meningkatkardayasaingbangsa.

Atasperhatiansemuapihak,kamisampaikarterimakasih.

Jakarta,1 April 2018
DirekturJenderaKelembagaatPTEKanDIKTI

TTD
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Pengantar

Direktur Pengembangan KelembagaanPerguruan Tinggi

Sbenarrya sejaktahun 2009 sudahterdapat PemendiknasNo. 30 Tahun2009
tentang PenyelenggaraafrogramStudiDi Luar DomisiliPerguruanTinggi(PDD),
yangkemudianpadatahun 2011dilakukanrevisi terhadap Pea@mendiknas tersebut
dengan Permendiknas No. 20 Tahun 2011 yang berjudul sama dengan
Permendiknasebeumnya. Kemudiandenganpenerbitan UU No. 12 tahun 2012
: tentangPendidikanTinggi,ProgramStudiDi LuarDomisiliPerguruanTingg diubah
menjadl ProgramSudi Di Luar KampusUtama PerguruanTinggi(PSDKU)angdiatur lebih lanjut
dengan PermenristekdiktiNo. 1 Tahun 2017 Tentang Pembukaan,Perubahan,dan Penutupan
ProgramStudiDiLuarKampudJtamaPerguruarringgi.

Untuk memenuhiamanatPermenristekdiktNo. 1 Tahun2017tersebu, Direktorat Pengembangan
KelembagaanPerguruan Tinggi menyusun buku pedoman tentang Persyaratandan Prosedur
PenbukaandanPerubaharPSDKU.

Pengalamammenunjukkanbahwa sejumlahbuku pedomanyang berisi persyaratandan prosedur
yang memandu pengusul dalam penyusunanberbagai proposal, telah mampu meningkatkan
efisiensipemrosesarberbagaiproposaltersebut. Berdasarkarpengalamanitu, pedomantentang
pembukaandan perubahan PSDKUNi diyakini dapat membantu untuk meningkatkanefisiensi
pemrosesarproposalyangdiajukan.

Di sampingitu, prosesadministrasipembukaandan perubahanPSIKU yangdilakukansecaradigital
atau online, selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat
meningkatkampelayanaryangbersh danefisien.

Untuk memenuhi amanatdari PermenristekdiktiNo. 1 Tahun2017 dan berdasarkanpengalaman
sebagaimanalikemukakandi atas,makaperlu diterbitkan buku tentang WPersg/aratan dan Prosedur
Pembukaandan Peruubahan PSDKUPerguruan TinggQ @

Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan Buku ini, saya menyampaikan
penghargaamanterimakasih.

Jakarta,l April 2018

DirekturPengembangaKelembagaan
PerguruanTinggi

TTD
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Bab |
Pendahuluan

1. LatarBelakang

Sejaktanggal 10 Agustus2012 UndangUndangNo. 12 Tahun2012 TentangPendidikanTinggi
(UUDikti) telah menetapkarnpolabarudalamperizinan pembukaanProgramStudi.

SebelumUU Dikti ditetapkan, izin pembukaanProgramStudi diterbitkan terlebih dahulu oleh
Mendikbud (sekarangMenristekdikti) setelah memenuhi persyaratanberdasarkanperaturan
perundangundangan.Kemudian dalam kurun waktu tertentu sebagaimanaditetapkan dalam
surat keputusanizin tersebut (khususnyazin ProgramStudi), perguruan tinggi wajib meminta
akreditasikepadaBadanAkreditasiNasionaPerguruanTinggi(BAN-PT).

Setelah UU Dikti berlaku, izin pembukaanProgram Studi akan diterbitkan apabila proposal
pembukaanProgramStuditersebut telah memenuhisyaratminimum akreditasi ProgramStudi
sebagaimanalitetapkan oleh LembagaAkreditasiMandiri (LAM)dari ProgramStudi tersebu,
atauBANPTdalamhal belumdibentukLAMdari ProgramStudiyangbersangkutan.

Dengan demikian, sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang izin pembukaan
Program Studi, BAN-PT atau LAM terkait akan menerbitkan terlebih dahulu surat keputusan
pemenuharnsyaratminimumakreditasidari ProgramStudiyangakandibuka.

Menurut Pasal ayat (3) PermenristekdiktNo. 32 Tahun2016 TentangAkreditas ProgramStudi
dan PerguruanTinggi,akreditasiminimum sebagaimanalimaksuddi atasberlaku palinglama?2
(dua)tahunterhitung sejakizinditerbitkan.

AdapunpengaturanpenyelenggaraanProgramStudi dapat ditemukan dalam Pasal33 ayat (3)
danayat(5) UUDiktiyangmenetapkansebagaberikut:

Ayat (3): ProgramStudi diselenggarakaratasizin Menteri setelah memenuhi persyaratan
minimum akreditasg.

Ayat (5): Program Studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelery-
garaan.

Menurut Pas&34 ayat (2) UU Dikti, ProgramStudidiselenggarakani kampusutamaPerguruan
Tinggidan/atau dapat diselenggarakandi luar kampus utama (PSIXU dalam suatu provinsi
ataudi provinsilain melaluikerjasamadenganPerguruanTinggisetempad.

BerhubungP ®KUjugamerupakanProgramStudi, makapermohonanizin pembukaandan/atau
perubahanProgram Studi di luar kampusutama (PSDKUparus memenuhi persyaratan dan
prosedur seperti pembukaanProgram Stud, kecualiterdapat ketentuankhusustentang PSDKU
yangakan dikemukakarpadaBabberikut.

2. StandarNasionalPendidikanTinggidan PersyaratarMinimum AkreditasiP 3oKU

SebelumUU Dikti berlaku, penerbitan izin pendirian perguruantinggi dan/atau pembukaan
Program Studi didasarkanpada standar yang diatur dalam KepmendiknasNo. 234/U/2000
TentangPedomarPendirianPerguruanringgi.



Setelah UU Dikti berlaku, penerbitan izin pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan
Program Studi didasarkanpada Standa Nasiond Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana
diatur dalamPasab4 ayat (1) huruf adanayat(2) UUDikti yangmenyatakarsebagaberikut:

Ayat (1) huruf a: SN Dikti ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas
menyusundanmengembangkaisNDikti;

Ayat (2): SN Dikti merupakansatuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan,
ditambahdenganstandarpenelitian,danstandarpengabdiarkepadamasyarakat.

Untuk melaksanakanPasaltersebut telah diterbitkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
TentangStandamasionalPendidikanTingg.

Menurut PasaB ayat(5) hurufaPermenristekdiktNo.32 Tahun2016TentangAkreditasi Program
Studi dan PerguruanTinggi,apabila ProgramStudi atau perguruantinggi memenuhi SN Dikti,
maka Program Studi atau perguruantinggi tersebut memperoleh status terakreditasi dengan
peringkatterakreditasi¥ . £ 3eflangkarkriteria memenuhi standa minimum akreditasi atau
memenuhi persyaratan minimum akreditasi ditetapkan berdasarkanSN Dikti oleh LAM atau
BANPT sesuai kewenangan masingmasing, dan dituangkan dalam instrumen akreditasi
pembukaanProgram Stud daninstrumenakreditasipendirian perguruantinggi.

Ketentuantentang SNDikti dan persyaratanminimum akreditasisebagaimanalikemukakandi
atas berlaku pula untuk pembukaanatau perubahanPSDKUWenganmemperhatikanperaturan
khusugentangPSDKWi dalamPermenristekdiktNo.1 Tahun2017.

. Pembukaandan PerubahanP KU

Secaragarisbesar,pembukaanPSIXU oleh PerguruanTinggiyangsudahberdiri diusulkanoleh
pemimpin Perguruan Tinggi tersebut kepada Menristekdikti dengan mengajukan usul
pembukaanPSIKU yangmemuatpemenuhansemuapersyaratardan proseduryangdiuraikandi
dalambukuini.

Kelengkapampersyaratantersebutakanmenentukanpemenuhansyaratminimum akreditasidari
PSIXU yang akan dibuka. Evaluasikecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum
akreditasipembukaanPSIKU akan dilakukanoleh LAM atau BAN-PT (apabilabelum terdapat
LAMuntuk ProgramStuditersebut).

Demikianpula proposalperubahanPSIKU di perguruantinggi yangsudahberdiri harusdiajukan
oleh pemimpin perguruantinggi kepadaMenristekdikti denganmemenuhisemuapersyaratan
yangsama denganpembukaarnPSIXU di perguruantingd.

Apabila LAM atau BANPT menyatakan bahwa persyaratan minimum akreditasi untuk
pembukaanatau perubahan PSIXU telah dipenuhi, makaMenristekdiktiakan menerbitkanizin
pembukaanatau perubahanPSIXU tersebut.

Baik prosedur pembukaan PSIXU baru maupun perubahan PSIXU yang telah ada di suatu
PerguruanTinggidilakukansecaradaring
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Bab Il
PembukaanProgram Stud DiLua Kampus Utama

1. Pengertian

PSDKUladalah ProgramStudi yang diselenggarakaroleh PerguruanTinggidi kabupaterkota/
kota administratif yangtidak berbatasan langsungdenganKampusUtama, setelahmemperoleh
izindari Menristekdikti.SedangkayangdisebutKampudJtamaPerguruanTinggiadalahdomisili
Perguruan Tingg di kabupaten/kota/kota administratif sebagaimanadicantumkan dalam
keputusanMenteri tentangpendirianPerguruantinggitersebut.

PembukaanPSDKUnerupakan penambahanjumlah ProgramStudi dalam bidang/disiplinilmu
dan teknologi yang sama dengan Program Stud yang telah ada di Kampus Utama suatu
perguruantinggi. PembukaanPSDKUWlilakukanuntuk memenuhiminat calon mahasiswapada
PSDKlersebutyangbelumdapatdipenuhioleh perguruantinggisetempat.

PembukaarPSDKltldak dapa digunakan:

a. untuk memenuhijumlah dan jenis ProgramStudi sebagaisyaratyangharus dipenuhiuntuk
suatubentukperguruantinggitertentu;

b. sebagadasamendirianperguruantinggibaru.

2. Persyaratan
2.1. PrasyarattembukaarPSDKU
a. JenisPendidikandan ProgramPendidikan
PSIXU hanya dapatdibukapada:
1) Program sarjana, termasukprogramdiplomaempatatau sarjanaterapan;
2) Program magister, termasukprogrammagisterterapan,dan
3) Program diploma.

PSDKUpada jenis pendidikan dan program pendidikan lain, dapat dibuka untuk
memenuhikebutuhankhusussetelahmendapatpersetujuanMenristekdiki.

b. Lokasi

1) PSIXU dapat dibuka di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan
langsung dengankabupaten/koe/kota administratifdimanakKampusUtama Perguruan
Tinggiberadadi dalamsatuprovinsi;

2) PSDKWYangdibukadi provinsiyangberbedadenganprovinsidimanaKampusUtama
PerguruanTinggi berada, harus bekerja sama dalam bidang akademik dan/atau
bidang non akademikdenganPTNatau PTSyangtelah terakreditasidi provinsiletak
PSDK@kandibuka;

3) Dalamhal suatu ProgramStudidiselenggarakamli kabupaten/kota/kotaadministratif
yangberbatasan langsung dengankabupaten/kota/kotaadministratif dimanaKampus



Utama PerguruanTinggiberada di dalam satu provinsi atau di provinsi lain, maka

penyelenggaraanProgram Studi tersebut bukan merupakan pembukaan PSDKU,
melainkanperluasanlokasi KampusUtama Pergiruan Tinggi yangwajib dilaporkan

kepadaKopertis/L2Dikti;

4) Khususuntuk PerguruanTinggidi DKIJakarta,dalam hal KeputusanMenteri yang
memuatizin pendirianPerguruanTinggimenyebutDKIJakartasebagaiokasiKampus
Utama, maka penyelenggaraarProgram Studi yang sama dengan Program Studi di
KampusUtama yang telah ada di seluruh wilayah DKI Jakartabukan merupakan
pembukaan PSDKU melainkan perluasan Kampus Utama yang wajib dilaporkan
kepadaKopertis/L2 Dikti setempat. Namundemikian,setelahPermenristekdiktNo. 1
Tahun 2017 berlaku, maka pembukaanProgram Studi yang samadengan Program
Studidi KampusUtama, di Kota Administratif yangtidak berbatasanlangsungdengan
Kota Administratif dimana Kampus Utama berada merupakan PSDKU,sehingga
pembukaannydnarusdenganizin Menristekdikti.

2.2.Perg/aratan PembukaarPDKU
a. Perguruarlingg yangakanmembukaPSDKUglah memiliki:

1) Izin pendirian Perguiruan Tinggi yang diterbitkan oleh Depdikbud, Depdiknas,
KemdiknasKendikbud, atau Kemristekdikt(bagiPTS);

2) Izin pembukaan Program Stud yangtelah ada di KampusUtama PerguruanTinggi
yang akan membuka PSDKU dalam bidang ilmuedarologi yang sama dengan PSDKU
yangakandibuka;

b. BadanPenyelenggartelah memenuhilegalitas(bagiPTS)yaitu:

1) memiliki akta notaris pendirian BadanPenydenggarabeserta segalaperubahannya
(jikapernahdilakukanperubahan);

2) memiliki keputusan dari pejabayang berwenang tentangpengesahan Badan
Penyelenggarasebagai badan hukum, misalnya Keputusan Menkumham untuk
Yayasan,

c. RencangpembukaarPSDKltklah:
1) dicantumkandalamrencana strategs PerguruarilringglyangakanmembukaPSDKU,;
2) memperoleh pertimbangan Senat Perguruan TinggiataspembukaarPSDKU,
3) memperoleh persetujuan Badah Penyelenggara ataspembukaarPSDKbagiPTS);

d. PerguruanTinggiyang akan membuka PSDKUelah menyelenggarakariProgram Studi
yang samadenganperingkat terakreditasi A atau Ungguldi KampusUtama Perguruan

Tingg;

e. PSIXU yang akan dibuka memenuhi syarat minimum akreditasi ProgramStudi sesuai
standar nasional pendidikan tingg;

f. Kurikulum PSDKlyangakandibuka:
1) palingsedikit samadengankurikulumProgramStudiyangsamadi KampudJtama,;

2) disusunberdasarkarkompetensilulusansesuastandarnasionalpendidikantingg;



g. Dosen:
1) palingsedikitberjumlah6 (enam)oranguntuk 1 (satu) PSDKUdlengankualifikas:
a) palingrendah berijazahmagster atau yang setara untuk Progran Sarjana;
b) berijazeh doktor atau yang setara untuk Program Magister;

c) paling rendah berijazeh magister magiste terapan atau yang setam untuk
ProgramDiploma;

d) berijazah doktor, doktor terapan atau yang setam untuk Progran Magister
Terapan;

dalam cabarg ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesua dengan PSIKUyang akan
dibuka, kecualiditentukanlain oleh peraturanperundarg-undangan;

2) dosen sebagaimanaimaksul padaangkal) berusia:

a) palingtinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk PegawaiNegeriSipil,atau 35 (tiga
puluh lima) tahun apabila berstatus non PegawaiNegeri Sipil, bagi PSIXU yang
akandibukaoleh PTN;

b) palingtinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saatditerima sebagadosenbagi
PSIXU yangakandibukaoleh PTS;

3) dosen sebagaimanalimaksudpadaangkal) bersedia bekerja penuh waktu selama
40 (empat puluh) jam per minggu

4) dosen sebagaimanaimaksudpadaangkal):
a) belummemilikiNomorindukDosenNasional/NomoindukDosenKhususatau

b) telah memiiki Nomor Induk Dosen Nasional/NomorInduk Dosen Khususdari
ProgramsStudi lain di perguruantinggi yang akan membukaPSIKU dengantetap
mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi yang
ditinggalkandi KampudJtamasesua dengan peraturan perundangundarngan;

5) nisbahdosendan mahasiswaebagaimanaimaksudpadaangkad) huruf b):

a) 1 (satu)dosenberbandingpaling banyak45 (empat puluh lima) mahasiswauntuk
rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau
rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga,
jurnalistik,mediamassadan komunikasihukum, perpustakaardan permuseuman,
militer, administraspublik,danpekerjasosia); dan

b) 1 (satu)dosenberbandingpalingbanyak30 (tiga puluh) mahasiswauntuk rumpun
ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian,
arsitektur dan perencanaan,teknik, kehutanan dan lingkungan,kesehatan,dan
transportasi);

6) dosen sebagaimanalimaksudpadaangkal) bukanguru yang telah memiliki Nomor
Urut Pendidik dan TenagaKependidikan dan/atau bukan pegawaitetap pada instans
lain;

7) dosn sebagaimanadimaksud pada angka 1) bukan Aparatur Sipil Negara bagi
ProgramStudiyangakandibukapadaPTS;



h. Tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani 1(satu)
PSDKU dengankualifikasi:

1) palingrendahberijazahDiplomaTiga;

2) berusiapalingtinggi56 (limapuluhenam)tahun;

3) bersediabekerjapenuhwaktu selamad0 (empatpuluh)jam per minggu;
i. Lahan:

1) PN memiliki hak pakaiataslahandi tempatpenyelenggaraaPSDKU;

2) Badan Penyelenggara PTSmemiliki hak ataslahandenganstatushak milik, hak guna
bangunan atau hak pakaiataslahandi tempat penyelenggaraa®SKU,;

3) memiliki luas yangditetapkanberdasarkarkarakteristikPSDKUWnenurut penilaianTim
Evaluatoryangditunjuk oleh Menristekdiki;

]. Saanadan Prasaanapalingsedikt:
1) Ruangkuliahpalingsedikit1 (satu)meter persegiper mahasiswa;
2) Ruangdosentetap palingsedikit4 (empat)meter persegiper orang;
3) Ruangadministrasdankantor palingsedikit4 (empat)meter persegiper orang;

4) Ruang perpustakagpalingsedikit200 (duaratus) meter persegitermasukruang baca
yangharusdikembangkarsesuadenganpertambahanumlahmahasiswa,;

5) Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per PSDKWsesuaidenganbidangilmu dan
teknologidari PSDKltersebut;

6) Memiliki koleksiatau aksespalingsedikit 1 (satu)jurnal denganvolumelengkapuntuk
setiapPSDKU;

7) Ruanglaboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai
dengankebutuhan setiap PSDKUnenurut penilaianTim Evduator yangditunjuk oleh
Menristekdikti.

k. Program Sudi dikelola oleh unit pengdola PSDKU dengan organisas dan tata kerja
sebagaai berikut:

1) pada PTN disusun berdasakan ketentuan peraturan perundang-undargan;
2) pada PTSdisuswn dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara;
[. Apabila PSDKlYyangakandibuka:

1) lintas provinsi, PerguruanTingg yang membuka PSDKUharus bekerjasamabidang
akademik dan/atau bidangnon akademikdenganPTNatau PTSyangterakreditasidi
provinsiletak PSDK@kandibuka;

2) termasukjenis pendidikan vokasi PerguruanTinggipenyelenggaraPSIKU tersebut
harus bekerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan,denganruanglingkup kerjasamatersebut
antaralain meliputi:

a) pemanfaatartenagaahliyangdimilikiduniausahadan/atauduniaindustt;



b) penggunaanfasilitas dan laboratorium yang dimiliki dunia usahadan/atau dunia
industri; dan/atau

c) pemanfaatan dunia usaha dan/atau dunia industri sebagai tempat magang
mahasiswa;

m. Memperolehrekomendasi dari:

1) Bupati/Walikota di wilayah PSDKUakan dibuka tentang potens dan minat calon
mahasisva padaPSDKWyangakandibuka;

2) rekomendad LembagalayananPendidikanTinggi di wilayah PSDKUakan dibuka
tentang kebutuhan PSDKUyang belum dapat dipenuhi oleh Perguruan Tinggi
setempat;

Badan PenyelenggaraPTS yang belum memiliki hak atas lahan atas nama Badan
Penyelenggara PTSdan/atau sarana dan prasaana untuk PSDKWntuk sementarawaktu
dapat memenuhi dengan membuat perjanjian sewa menyewa lahan (bukan perjanjian
sewa menyewa gedung) dan/atau sarana dan prasaana denganpemeganghak ataslahan
dan/ataupemilik saranadan prasaranali tempat penyelenggaraa®SDK:

di hadapamotaris;

denganmencantumkanhak opsi, yaitu hak untuk didahulukansebagaipembeliapabila
lahandan/atau saranadan prasaranaersebut akandijual oleh pemegandghak ataslahan
dan/atau pemiliksaranadanprasaranaersebu;

untuk jangkawaktu paling lama 10 (sepuluh)tahun terhitung sejak Permenristekdikti
No. 1 Tahwn 2017 ditetapkan (palinglamasampai Januar027);

3. Dokumen

Dokumenyang memuat persyaratansebagaimanalimaksudpadaangka?2 di atas disiapkan,
dibuat, dan diisi denganformat pdf olen pemimpin Pergiruan Tinggi (Rektor, Ketua, atau
Direktur).

Dokumen yangdimaksuderdiri atas:

a.
b.

SuratusulpembukaanPSDKUWari pemimpinPerguruanTinggi(Rekor Ketua,atau Direktur);

Surat pertimbangaisenatPerguruanTinggiataspembukaanPSDKU dilengkagenganrisalah
rapat SenatPerguruanTinggiyangditandatanganioleh anggotaSenatPerguruanTinggiyang
hadirdanmemenuhikuorum;

c. SuratpersetujuanBadanPenyelenggarataspembukaanPSDKWuntuk PTS);

d. AktaNotarisPendirianBadanPenyelenggarbesertasemuaperubahannydbagiPTS);

. SuratKeputusarPejabatyangberwenangtentang pengesaharBadanPenyelenggaraebagai

badanhukum, misalnyaSKMenkumhamuntuk yayasarn(bagiPTS)

Sertifikat lahan yang akan digunakanuntuk penyelenggaraarPSDKUatau perjanjian sewa
menyewalahan;

. Peraturan/Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/Menristekdiktitentang izin pendirian

PerguruanTinggiyangakanmembukaP SDKkhususPTS);



h. Surd KeputusanMenteri tentang izin pembukaanProgramStudiyangtelah ada di Kampus
Utama perguruantinggi yangakan membukaPSDKUWalam bidangilmu dan teknologi yang
samadenganPSDKlangakandibuka;

I. SuratKeputusantentang statusdan peringkatterakredtasi ProgramStudiyangtelah adadi
Kampus Utama Perguruan Tinggi yang akan membuka PSDKUdalam bidang ilmu dan
teknologiyangsamadenganPSDKlWangakandibuka;

. Suratpernyataandari pemimpin PerguruanTinggipengusultentang penugasandosenPTN/
PTSdi PSDKUapabiladosentersebut berasaldari Program Studi dalam PerguruanTinggi
pengusul;

k. Suratpernyataankesediaandari calon dosentetap baru di PSDKWpabilaPSDKUWliizinkan
untuk dibuka;

I. Rencand&rategisPerguruarnTinggiyangakanmembukaPSDKU,;

m. Instrumenakreditasiminimum PSDKUdari BadanAkreditasiNasionalPerguruanTinggi(BAN-
PT) atau LembagaAkreditasiMandiri (LAM)yang telah diisi oleh PerguruanTinggiyangakan
membukaPSDKU;

n. RekomendasBupati/Walikota setempat tentang potensi dan minat calon mahasiswapada
PSDKlangakandibukadalambidangilmu dan teknologitertentu sesuaikebutuhandaerah
terkait; dan

0. RekomendasKopertis/Lembagad ayananPendidikanTinggi(L2 Dikti) di wilayah PSDKUkan
dibukatentang:

1) kebutuhanPSDKlangbelum dapatdipenuhioleh Perguruanringgisetempd;
2) tingkatkeberlanjutanPSDKlyangakandibukajikadiberiizinoleh Pemerintah;
3) legalitasBadanPenyelenggarg&hususuntuk PTS);
4) legalitasahanyangakandigunakamuntuk penyelenggaraaP SDKU,;
5) kelenglapandankualifikasiakademiké (enam)calondosen;

p. PerjanjiarkerjasamaantaraPerguruarTinggipengusuldengan:

1) dunia usaha dan/atau dunia industri, bagi PSDKUyang akan menyelenggarakarenis
pendidikanvokasi;

2) PTN/PTS terakreditasi di wilayah PSDKU yang akan didirikan, apabila PSDKU
diselenggarakahntasprovinsi.

Format beberapadokumen pembukaan prodi sebagaimanadimaksud pada huruf a sampai
denganp dapatdilihat dalamLampiran.

4. Prosedur
a. Pemimpinperguruantinggimeminta:
1) rekomendasiBupati/Walikota di wilayah PSDKlyangakandibuka,
2) rekomendasiKopertis/ L2Dikti di wilayah PSDKlyangakandibuka;

b. Pemimpin PerguruanTingg menyiapkan, membuat, dan mengisi dokumen sebagaimana
dimaksudpadaangka3 di atasdanmengunggdinyake http://silemkerma.ristekdikti.go.id;



. Direktur JenderalKelembagaanPTEKlan Dikti menugaskanTim Evaluatoruntuk melakukan
evaluasidanverifikasidokumen yangdiunggaholeh Pengusy

. Tim Evaluatordapa memberikanrekomendasiuntuk visitasi ke tempat PSDKUkan dibuka
pada waktu yang diberitahukan secaraonline oleh Direktorat JenderalKelembagaarPTEK
danDikti;

. Apabiladilakukanvisitasike kampusdi lokasiPSDKlyangakandibuka:

1) visitasidilakukanoleh Tim Evaluatordidampingioleh wakil dari Kopeetis/L2Dikti setempat,
danditerimaoleh PimpinanPerguruanTingg (tidak dapatdiwakilkan),denganacarautama
verifikasi data dan informasi yang dicantumkandalam dokumen usdan PSIKU dengan
faktadilapangan;

2) Setelahvisitasi, Tim Evalator memberikanrekomendasitertulis tentang izin pembukaan
PSIXU kepadaDirekturJenderaKelembagaatPTEKanDikit;

. Setelahmenerimadan mempertimbangkamekomendasi tentanggin pembukaanP SDKWari
Tim Evaluator, Direktur Jenderal KelembagaanlPTEKdan Dikti mengajukanusul tertulis
penerbitanizin pembukaanPSDKWlilampiri keputusanBANPT atau LAM tentang peringkat
terakreditasiminimumkepadaMenristekdiki;

. Menristekdiktimenetapkanzin pembukaarPSDKUjangakandiberitahukankepada pengusul
secaradaring;

. SetelahpenetapanMenristekdikti sebagaimanalimaksudpada huruf g, PTStersebut baru
dapatmenyelenggarakaRSIKU

Pengusulyang belum berhasi memenuhipersyaratanpembukaanPSDKUgdapat mengajukan

kembaliusultersebutpadaperiodepengusulanberikutnya.

. Jadval
PengusulamembukaarP SDKUWijadwalkansebagaberikut:
No Waktu Kegiatan
1 | April Peneimaan dokumen pembukaan PSDKU secaradaring
2 | Mei E\aluasi dan verifikasi dokumen secaradaring
3 | Juni Pergumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen secaradaring

*kkkkkkk




Bab Il
Pemubahan Program Stud DiLua Kampus Utama

1. Pengertian
PerubaharPSDKUuherupakan:

a. penggantian nama di dalam rumpun atau bidang/displin ilmu dan teknologi tertentu;
dan/atau

b. perubahankompetensilulusan PSDKyang mengakibatkarpenggantiankurikulum PSIXU
padasuatuperguruantinggi.

PerubahanPSDKUidak mengakibatkanperubahanbentuk atau penutupan suatu perguruan
tinggi.
PerubaharPSDKWertujuan:

a. meningkatkanakses,pemerataan,mutu, dan relevansipendidikantinggi di seluruhwilayah
Indonesiagan

b. meningkatkanmutu, dan relevansipenelitian ilmiah serta pengabdiankepadamasyarakat
untuk mendukungPembangunamasional.

Izin perubahan PSDKUditetapkan oleh Menristekdikti setdah memenuhi syarat minimum
akreditasiPSDKWesuadenganstandarnasionalpendidikantinggi.

2. Persyarata, Dokumen, ProsedurdanJadval.

Persyaratan,Dokumen, dan Prosedur permohonanizin Perubahan PSDKU mutatis mutandis
(berlaku disertai penyesudan seperlunya) dengan Persyaratan, Dokumen, dan Prosedur
permohonanizin PembukaarPSDK$ebagaimanaimaksuddalamBabll.

Penyesuaian seperlunya yangdimaksudantaralain:
a. TentangPergaratan:

Nama PDKU dan Kompetens Lulusan PSIXU harus selalu sama dengan Nama Program
Stud dan Kompetens Lulusan Program Stud terkait di KampusUtama. Dengandemikian
perubahan PSIXU hanya dizinkan apabila perubahan tersebut sesuaidengan perubahan
ProgramStuditerkait di KampudJtama.

b. TentangDokumen

Di dalam surat usul PerubahanPSDKUWlari pemimpin PerguruanTinggi(Rekor,Ketua, atau
Direktur) harus dikemukakanalasan dan pertanggungjawabanakademik dari perubahan
PSDKUtersebutmaupunProgram Stud terkait di KampusUtama.

PerubaharProgramStudidi Kampws UtamaPerguruarTinggidan PSDKUtkerdiri atas:
a. PerubaharProgramStudiyangdisebabkaroleh perubahanperaturanperundarg-undangan;

b. PerubahanProgram Studi yang disebabkanterjadi perubzhan nama dan/atau kompetensi
lulusandari ProgramStudi.



AdapunjadwalpengusularperubahanPSDKldebagaberikut:

PengusulamerubahanPSIXU dijadwalkansebagaberikut:

No Waktu Kegiatan

1 | April Peneimaan dokumen perubahan PSDK secaradaring

2 | Mei E\aluasi dan verifikasi dokumen secaradaring

3 | Juni Pergumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen secaradaring

*kkkkkkk




Lampiran1 : a. SuratUsulPembukaanP3KU

Lampiran

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/ Badan Hukum NirlabalLain
Skolahan Notobotosongo Tibolimo

Alamat: 1 Majuteriis Raya 838 Rlumbangjero 99923 Indonesia

Telepon: 020 ¢ 302020 Fax: 020 ¢ 393098 ¢ Email: skda@yayasan.com

Nomor ;7Y 08/2017

Hal : Usul Pembukaan PSIXU
Lampiran : 16 (enam belag dokumen.
Kepada yang terhormat,

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
J. Pintu | Senayan
Jakarta

Dengan hormat,

Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Ketua/Direktur ..........cccoccoveeevennne.
Pembukaan Program Sudi Di luar Kanpus Utama (PSIKU) sebagai berikut:

I = oo = T4 DS AU | TS TPTSTPR
P22 (0o = S U o |

3. dst.

Bersama ini kami sampaikan 16 (enam belas dokumen sebagai berikut:

NookwbdpE

Atas perhatian dan bantuan Bgpak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero,.............
Rektor/Keua/ Direktur,

Prof.Dr.H.R Notobotosongo, ST.,Empty



mailto:skola@yayasan.com

Lampiran 2 : d. Akta Notaris PendirianBadanPenyelenggaraertasemua

perubahan

NOTARIS
WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SE MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIX INDONESIA
NOMOR C-00. ht. 00.01-Th. 2005 TGL 10 JUU 2005

GRIYA IDAMAN
JL JENGKELIN 53
GUNUNG HALU - KADUNGORA 13333

TELP. (022) 277777 - 2889999

SALINAN
AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAX
NOMOR o
TANGGAL +12 Desember 2012

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN “ALAMAK”
NOMOR : 01

Paca hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu

cu2 beles);

Pukul 14.00 WIB (empet belas Waktu Berat);

Kenctariatan, Notar's ¢f Kabupaten Kadungora dengan Wigyeh Jebatan

Propinsi Jowe Barat, divadirl oleh saksi-saksl yang saye, Notar's kenal dan

nama-namanys akan disebutkan pade bagian akhir ki3 iz e

1. Tuan Sutisna, iehir & Balubur, pada tanggel 13-11-1966 (tige beles
Nopember seridu sembiian ratus enam pulth enam), Wiraswasta,
Werga Negera Indonesia, wat tinggel & K Sredes,
Kecamatan  Ketanggungan, Keiurahan/Desa Dukuhatas, Rulun

Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07, —
Pemegang Kty Tanda Penduduk  degan  Nomor  Induk
Kependudukan : 3228171311660002; ~—-—rmsrmmmmrmee e
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindaic —
a. Untuk dici sendiri;

b. Selaku kuasa dari can oleh karena Ru sah mewaid untuk dan atas

rama:




- Nyonya MUSAROH, lahir i Baiubur, pada tanggal 15-06-1952
(lima belas Juni seribu sembilan ratus fima puiuh dua), Dagang,
Warga Negara Indonesa, bertempat tinggai &i Kabupaten
Blusukan, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor,
Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07,

g Kartu Tanda F Nomor : 1900/939160991; —

2. Tuan H.ROSIDI, lahir i Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968
(delapan belas Agustus seribu sembilen ratus enam puiuh delapan),
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Tetangga Nomor = 06, Rukun Warga NOmor : 06, —r———rms=emsmmeeeeee
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : 3329161808680003; ————r——r—rmrrrrmrmrmeeeees

3. Tuan ROZAKI, iahir & Kabugaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua
puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam),

pat tinggal di K:

Turi, 1 Agungan, /Desa Agungan, Rukun Tetangga

Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09; ————r—rrrmreeeere . —

Wiraswasta, Warga Negara Ir

4. H.YUSUF, iahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945
{dua beles Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta,

Warga negara Indonesia; bertempat tinggal ¢i Kabupaten Mbrebes Lor,

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Ruiun

Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; -

Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : §582/12499/77777; ———
Para penghadap teiah dikenal oleh saya, Notaris, ————rrrmrremeeeeeee
Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut;
- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdasian

kehidupan bangsa tentama dalam bidang pendidikan serta

mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka periu dibentuk

suatu wadah untuk

- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk

Yayasan.
bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut
mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang

tunai sebesar Ro 100.000.000,- (seratus juta rupah) yang

diperuntukian sebagai kekayaan awal Yayasan; -
Sehubungan dari segale 2p2 yang diuraikan di atas, maka para penghadap
dengan ini menerangkan telah bersecaiat dan teiah bersetuju mendirikan
sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar
sebagai beriut:

mememesmaeesseeee-NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Lampiran 3 : e. KeputusanPengesahamBadanPenyelenggaraebagaBadan

Hukum

Cortoh Kepuusan Menkumham Tertang
PengesahaYayaan

Cortoh Berita Negaa Tertang
PengesahaYayaan

/

2
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK lew /8
um A S,

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UM!

&y bty
KEPUTUSAN MENTER 1:UKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA—
NOMOR : AHU.4489.AH.01.04.Tahun 201

TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa setelah ditakukan penclitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di
amaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akia terscbut telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
dapat disahkan:

or 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

Mer ingat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4894):

MEMUTUSKAN
Menetapkin
PERTAMA : Memberikan Pengesshan Akta Pendirian :

YAYASAN DHARMA BAKTI PUTERA MUSLIM INDONESIA
NPWP : 03.068.371.8-216.000

Berkedudukan di Jolan Jenderal Sudinnan Nomor 420, Rukun Tetangga 006, Rukun
Wnrgﬂ 001. Kelurahan Wonorejo, Kecamatan M. Damai, Kota Pekanbaru,
sesuai dengan Akia Nomor 16 tanggal 21 Jpli 2010 yang dibuat oich Notais To
Utoyo, SH berkedudukan di Kota Pekanbaru.

KEDUA 5 Keputusaw ini molai berlaku sejak tangeal ditsaphil

N 01

J,Néiv'v?mpmmm,;

Ditetapkan di Jakarta a
pada tanggal 25 Oktober 2010

Ac

YAYASAN

Tambahan Berita - Negara R.1. Tanggal 11/5 - 2007 No. 38.
Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Jakarta, 27 Desember 2006

Kepada Yth.

Notaris Haji Muhammad Irnawan
Darori, SH, MM

Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Nomor : C-HT.01.09-569
Lampiran: -----
Perihal : Yayasan Estu Utomo

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/X11/2006 tanggal
15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat,
dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
EstuUtomo, berkeduc.kan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten
Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20
Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian
dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040039881




Cortoh Kepuusan Menkumham Tertang
PengesahaYayaan (online) 1

Cortoh Kepuusan Menkumham Tertang
PengesahaYayaan (online) 2

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03304.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SUNNAH PADANG

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YUSMARNI, SH sesuai Akta Nomor.01
Tanggal 01 juli 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAH
PADANG tanggal 02 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014070213100060
telah sesual dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAH PADANG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU * Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AS-SUNNAH PADANG
berkedudukan di KOTA PADANG, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 juli 2014
yang dibuat oleh Notaris YUSMARN, SH berkedudukan di KOTA PADANG.

KEDUA + Keputusan ini berfaku sejak tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juli 2014.

3.0 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

B em BN
DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juli 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-03304.50.10.2014 TANGGAL 02 Juli 2014

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03304.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SUNNAH PADANG

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 60,000,000
2. pendirl

FIRDAUS 1371042909720002

JONES VENDRA 1471031406750021

AHMAD DANIEL, LC 3201280202810005
MUHAMMAD ARIEF, AK 1371031104820005
RIVO MARTIUS 1371093006830013

RAHMAT IKA SYAHRIAL, SARJANA HUKUM ISLAM 1371030507830001
‘ARIE CANDRA DE PUTRA 1371040112830005
YOGI SAFENLY 1371041105790003
MUHAMMAD SUBHAN H 1371091607780006
FACHRY INDRA 1371040603790006
NOVIZARDI 1371040603790006

[T} ORGA! JABAT.

KTP/PASSPORT  YAYASAN
1371042909720002 PEMBINA
1471031406750021 PEMBINA
3201280202810005 PEMBINA ANGGOTA
1371031104820005 PEMBINA  ANGGOTA
1 PEMBINA  ANGGOTA

JONES VENDRA
AHMAD DANIEL, LC
MUHAMMAD ARIEF, AK

RAHMAT IKA SYAHRIAL,

SARJANA HUKUM ISLAM 1371030507830001 PENGURUS ~ KETUA1

ARIE CANDRA DE PUTRA  1371040112830005 PENGURUS ~ BENDAHARA

YOGI SAFENLY 1371041105790003 PENGURUS  SEKRETARIS
H 13 KETUA

FACHRY INDRA 1371040603790006 PENGAWAS  ANGGOTA

NOVIZARDI 137102007640003 PENGAWAS.




Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan



